BERITA DAERAN KABLIPATEN CIREBON

NOMOR o TaAHUN 2007 SERI 5,1

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIREBON
NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU

Menimbang

Mengingat

BUP ATl CIREBON

a bahwa ketemuan mengenai pelaksanaan pemilihan  dan
pemberhentan Kuwu telah dialur dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentan Kuwu;

b bahwa untuk tertb dan lancamya pelaksanaan pemilihan dan
pemberhentian Kuwu sebagamana dimaksud pada huruf g
maka periu disusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah
dimaksud, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupatl,

1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan
Caerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Dewa
Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950}

2 Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukari Peraturan  Perundang-undangar
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 53
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4389);

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004
tentang Pemenntahan OGaerah (Lembaran Negara Repubtk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4437),

4. Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438),



Menetapkan

Peraturan Pemerntah Republik ‘ndonesia Nomor 58 Tahuyn 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tanun 2005 Nomor 140 Tambshan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4578);

Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Momor 72 Tahun 2005
tentang Desa {Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Daerah Kabupaten Crebon Nomor 06 Tahun 2005
tertang Teknk Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirepon Tahun 2005 Nomor 36 Sen D.22):

Perawran Daerah Kabupaten Crebon Momor 12 Tahun 2008
ientang Pem lihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu
{Lembaran Daerah Kabupaten Cirepon Tahun 2006 Nomor 12
Sen D5)

MEMUTUSK AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KWL,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.

2
3.
4

b

Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Kabupater Cirebon,

Bupali adalah Bupati Cirebon,

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanuinya

disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon:
Peraturan Bupah adalah Perawran Bupati Cirebon;

Keputusan Bupat: adalah Keputusan Bupati Cirebon;
Camat adalabh Camat di Kabupaten Cirebon;

Oesa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setermpat, berdasarkan asal-usul dan
adat-istiadat setempat yang digkui dan dhormatl dalam sistern
Pemenntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Permenntahan Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan
pernerniahan  okh  Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan  mengurus
kepentingan rmasyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adal istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;



10.Pemenntah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemenntahan Desa

T1Kuwu adalah Kepala Pemerntah Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemenntahan Desa;

12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membanty
Kuwudalam melaksanakan fugas, bak tugas pelayanan
kesekretanatan, teknis maupun kegiatan datam wilayah;

13Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD
adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi datam
penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  sebagal  unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa,

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APB Desa adalah rencana keusngan tahunan
Pemenniahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama okh
Pemerintzh Desa dan BPD serta ditetapkan dengan Peraturan
Desa:

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
dibuat berdasarkan Persetujuan Bersama Badan
Permusyawaratan Desa dan Kuwu

6. Penjabat Kuwu adalah seorang penjabat yang diangkat oleh
Bupati untuk rmelaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kuwu
dalam kurun wakly tertentu:

17. Pemilthan adalah pemilihan kowu di Kabupaten Cirebon;
18Paritia adalah Panitia Pemilihan Kuwa;

19Putra Desa adalah seseorang yang lahir d Desa yang
bersangkutan dan orang tua yang terdaftar secara sah dalam
daftar kependudukan berdasarkan hak asal-usullketurunan dan
penduduk tersebut;

20Bakal Calon adatsh warga masyarakat Desa setempat atau
Putera Desa yang berdasarkan penjanngan oleh Panitia
ditetapkan sebaga Bakal Calon Kuwu;

21. Calon adalah Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan dan
ditetapkan oleh Pamtia untuk berhak dipiih dalam pemilihgn
Kineeu;

22.Calon Kowu Temilh adalsh Cdon yang memperoleh suara
terbanyak dalam Pemilihan Kuwy:

23Pegawal Negen adalah sefiap warga Negara Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri
dau diserzhi tugas lainnya dan digaj berdasarkan peraturan
perundang-undangan,



2 Pemiih adalah penduduk Desa yang bersangkuian dan telsh
memenuh syarat yang diteniuvkan,

25 Hak pih adalah hak yang dimiiiki pemilh unfuk menentukan
pilihannya;

% Penjanngan adalah suatu upaya yang dilakukan okh panitia
untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa
seternpat atau Putra Desa:

27 Penyanngan adalah seieksi yang dilakukan bak dari seg
administrasi, pengetahuan mauvpun kepemimpinan para Bakal
Calon,

28 Rapat Pemilhan adalah pelaksanaan pemungutan  dan
penghitungan suara dalam proses pemilhan Kuwy,

29 Kiskusen adalah jumlah perolehan suara minimal yang harus
diperoleh bagi Calon terpilin.

BAB 1l
PENANGGUNG JAWAB, TAHAP AN DAN
PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagan Pertama
Penanggung Jawab Pamilihan
Pasal 2

(1} Penanggungiawab Permilihan adalah BPD yang mempunyai
fugas.

a bersama-sama HKuwu atau Penabat Kuwy  menyusun
Peraturan Desa fentang Pemlihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kuwuy:

b membentuk dan menetapkan Panilia Pemiiihan Kuwy:

c. mengesahkan jadwa tahapan pencalonan dan tahapan
pemihhan yang dbuat oleéh Panitia Pemiliban;

d. mengesahkan nasd penyaringan Bakal Calon yang dilakukan
aleh Panitiia Pemitihan:

e. menyetujui jumlah biaya pemilihan;

f mengesahkan tata tertb dan jadwal kampanye yang dibuat
oOleh Panitia Pemilihan:

g mengesahkan hasil undian nomor rut gambar pada surat
suzra dan tempat duduk Calon yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

h  menetapkan Cdon Kuwu terpilin berdasarkan laporan dan
Berita Acara Pemilihan dan Panitia Pemilihan:

L mengusulkan pengesahan dan pelantikan Kuwu terpilih;

I menetapkan kebiakan penyelesaian masalah yang timbut
dalam pelaksanaan pemilihan

{2 Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, BPD harus
bersikap netral, proporsional dan prosedural.



Bagian Kedua
Tahapan-tahapan
Pasal 3

Untuk terlib dan lancamya pelaksanaan pemilhan, perlu diperhatikan
tahapan pemiiihan sebagal berikut

T T oot o

:Ia_.'l"_'

penetapan Peraluran Desa  tentang Pemilihan dan
Pemberhentian Kuwu:

pembentukan Panita Pemilihan:

penyusunan rencand biaya pemilihan:

pen)jaringan Bakal Calan,

penyaringan Bakal Calon;

penetapan Caion yang berhak dipilih;

pendaftaran hak pilih;

penatapan dan pengesahan Daftar Hak Pilih Sementara;

undian nomor unt penempatan gambar Calon pada surat suara
dan tempat duduk Calon:

pelaksanaan kampahye,

pendaftaran hak pilih tambahan:

Penetapan dan pengesahan daftar hak pilh tambahan;

. peiaksanaan ragat pemilinan:

pengesahan dan pelantkart Kowy

Bag.an Ket.ga
Pers@apan Pemitihan
Pasal 4

(1) 4 (empat) bulan sebelum berakhr masa jabatan Kuwu, BPD

S€gera memproses pemiiihan Kuwu yeng dalam pelaksanaannya
difasibtasi olen Camat.

{2) Proses pelaksanaan pemihan Kuwu sebagaimana dimaksud

pack ayat (1) meliput! *

a penyusunan  Perauran Desa  tentang  Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu:

b membentuk dan menetapkan Panitia Pemilihan Kuwu:

C. mengesahkan jadwal tahapan pencalonan dan pemilihan
yang dibuat oleh Panitia Pemilihan

(3) Setelah jadwal tahapan pencalonan dan pemilihan disyahkan,

mlan!utnya Panitia Pemilihan melaksanakan tahapan-tahapan
Permiihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

BAB IIi
PANITIA PEMILIHAN

Bagian Pertama
Pembentukan Paniia Pemilihan
Pasal 5

(1) BPD membentuk Pantia Pemilihan melaly; musyawarsh BPD

dengan menghadirkan perangkat Desa pengurus  lembaga
kemasyarakatan. fokoh masyarakat dan unswr masyarakat

l3inn ya.



(2}

(3)

)

>

)

Datam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BPD juga mengundang Camat dan Kuww/Penjabat Kuwu

Komposisi keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Perangkat Desa yang menjadi anggota Panitia Pemilhan teriebih
dahulu  harus mempercleh n  dan  persetujyan  dan
KuwuiPenjabat Kuwu.

in  dan persetuyuan Kuww/Penjabal Kuwu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk
surat [jn / persetujuan Kuwu/Penjabat Kawuy

Struktur dan jumlah anggota Pantia Pemilihan adalah sebagai
bertkut

1{saiu) orang Keta merangkap anggota;

1{saiu) orang Wak| Keiua merangkap anggota,

1(satu} orang Sekretaris merangkap anggota;

1{satu) orang Bendahara merangkap anggota;

anggota lainnya vyang jumishnya disesuaikan dengan
kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

o0 o

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang. Kewajban dan Larangan Panitia
Pasal 6

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang -

a

b.
c

= B L+

-

menyusun, menetapkan dan melaporkan jadwal pencalonan dan
pelaksanaan pemilihan Kuwu kepada BPD;,
melakukan penjanngan dan menenma pendaftaran Bakal Calon;

. melakukan penyarngan Bakal Calon, yang melputi . peneltian

administrasi dan penilaian penyampaian visi, mist dan program

kerja < hadapan masyarakat;

menetapkan Bakat Caon menjad Calon,

mengumumkan rama-nama Calon:

mengajukan rencana biaya pemilihan,

melaksanakan pendaflaran pemilib, dan mengesahkan dafiar

ge:*nilih. dan melaksanakan pengundian tanda gambar bagi
alon,

menetapkan tata tactib kampanye;

melaksanakan pemungutan dan  perhitungan  suara  serla

membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada BPD;

menyelesai kan setiap masalah yang timbul dan melaporkan

kepada BPD;

melaporkan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada BPD.

Pasal 7

Fanitia Pemilinan wajib

a.
b.

c
d

berskap netral, adit dan tdak memihak kepada salah saw Calon:
dalan menjalankan tugas kepanitiaan selalu berpedoman pada
peraturan perundang-undangan;

tidak berorientasi untuk mendapatkan keuntungan pribad;
menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  biaya  dan
pelaksanaan pemithan paling lambat 7 {(tujuh) han  setelah
pelaksanaan pemikhan kepada BFD



Pazal 8

Panitia Pemiithan dilarang

a. mermpunyar hubungan darah secara langsung atau sesmenda
dengan Calon sampai dergan derajat kedus;

b. melaksanskan tugas kepanilizan secara fidsk adil atau memihak
kepada salah satu Calon;

€. menyusun biaya pemnilhan yang tdak sesual dengan kebutuhan
nyata, hdak hemat dan tidak wajar

Bagian Ketiga
Pergantian Anggota Panitia Pemilihan
Pasal 9

Apabla diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang metanggar
larangan dan atau berhalangan fetap, maka BPD memberhentikan
yang Dersangkutan dan menetapkan penggantings melalui
mekanisme musyawarah BPD yang dihadid oleh perangkat Desa,
pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan unsur
mas yarakat lainnya

Bagian Keempat
Pengajuan Biaya Pemilihan Oieh Panitia Pemilihan
Pasal 10

Panitia Pemilhan menyusun dan mengajukan biaya pemilihan

kepada Kuwu atau Penjabat Kuwu unfuk  ditetapkan  dalam

Keputusan Kuwu, dengan ketentuan

a. rencana kebutvhan dan penggunaan biaya pemilihan disusun
dalam rapat Pamta yang selanutnya disampaikan kepada BPD
untuk mendapatkan persetujuan;

b Kuwu atau penjabat Kuwu menelapkan rencana kebutuhan dan
g:%ggunaan biaya pemilihan yang telah mendapat persetujuan

BAB W
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bag.an Pertama
Penjanngan Bakal Calon
Pasal 11

(1) Panitia menetapkan fanggal pembukaan dan penutupan
penjanngan Bakal Calon

{2) Jumlah Bakal Calon paling sedkit 2 (dua) crang yang ditetapkan
daiam Berita Acara

(3} Penjaringan pada tahap pertama ditaksanakan dalam wakiu 10
(sepuluh} har dan apabila padz kesempatan pertama  tidak
seorangpun Bakal Calon yang fenjaring atau hanya terdapat 1
(salu) orang Bakal Calon, maka panitia melakykan penjanngan
ulang paling banyak 2 {dua) kal



(4) Penjaringan uiang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilzksanakan dengan kesempatan wakiu yaitu |
& tahap kedua selama 5 {lima) han:
b tehap ketga selama 3 {tiga} han

(5) Apabila setelah diuwp penjanngan tahap pertama atau kedua
tetapr tdak seorangpun Bakal Calon yang terjaring atau hanya 1
(satu) orang Bakal Caon maka Panha Pemilihan melakukan
penjanngan tahap ketga setelah terfebh dahuly melzporkan
kepada BPD secara tenulis.

(6) Apabila setelah ditutup penjaringan tahap pertama atau kedua
terdapat lebih dan * {satu} orang Bakal Calon maka bhdak dibuka
lagy penjanngan tabap benkutnya.

(7) Apabila sampai dengan penjanngan lahap ketiga mash tetap
menghasilkan 1 (satt} orang Baka! Calpn, maka Panitis
melaksanakan pemibhan dengan Calon tunggal

8) Apabila sampai dengan penj@anngan tahap kefga tidak
seorangpun  Bakal Calon wang teranng, maka penjaringan
dihentkar dan paling iambat & (enam) bulan setelah ditutupnya
penanngan tahap ketga dimaksud Paniia Pemilihan membuks
kembal penparingan.

(&) Apabila setelah dibukanya kemball penjaringan cleh Paritia
Pemilihan sebagamana dimaksud pada ayat (8) tidak juga
teranng 1 {satu} orangpun Bakal Calon, maka BPD
membubarkan Pamtia Pemilhan dan membentuk Panta
Pemilihan yang baru

(10) Hasl perjanngan Bakal Calon ditetapkan dalam Berta Acara
sebagamana format dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati in

(11)Bakal Calen yang mendaftar harus menyerahkan berkas
persyaratan admunstrasi sesuvai ketentuar Pasal 6 Peraturan
Daerah Kaupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Pemithan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwwy, paling
lambat satu han sebelum penyaringan

(12)Bagi anggota BPD yang akan mengikuli pencalonan Kuwu, maka
yang bersangkutan harus membuat pernyataan non aktf dan
keanggotaan BPD  dan  ditindaklanjut  dengan  penetapan
keputusan tentang pemberhentian dari anggola BPD yang
ditetapkan oleh Bupati

(13)Bagr Kuwu atau Penjabat Kuwu yang akan mengkuti pencalonan
Kuwu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan
non akiif dan jabatan Kuwu atau Penjabat Kuwu, selanjutnya
8PD mengusulkan FPenjabal Kuwu pengganti kepada Bupai
melaivi Camat

(14) Bag Perangkat Desa yang akan mengkuti pencalonan Kuwu,
maka yang bersangkutan dinonaktifkan dari jabatannya selama
proses perulihan berlangsung dan daktifkan kembali apabila
yang bersangkutan tdak terpilih

S



(15) Bag Bakai Calon yang berstatus Perangkat Desa angota

DPRD. Pegawai Negen Sipil, anggota TNI atau POLRI, paling
larmbat  satus  hai sebelum penyanngan harus  sudah
menyerahkan bukti gin tertuhs dan  atasan/pmpnan  sesual
ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Waupaten Cirebon Nomor
12 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kuwu

(i8)Apabila sampai dengan batas waktu akhir penyaringan yang

(N

(2)

12)

(4)

(5)

(6}

(7)

@)

()

bersangkutan belum menyampaikan §in tertulis dan atasan/
pimpinan, maka yang bersangkutan dianggap mengungurkan diri
dan dianggap tidak lulus.

Bagian Kedua
Penyaringan Bakal Calon
Pasal 12

Paling lambat 2 (dua) hari setelah ditutupnya proses penjaningan,
Paniia Pemilihan meiakukan penyaringan.

Pelaksanaan penyaringan didasarkan pada kelengkapan
administras,, pemaparan visl, misi dan program kerja dan
kemampuan Bakal Calon yang hasilnya ditetapkan dalam Berita
Acara

Kegatan penyaringan dilakukan oleh Panitia Pemilhan dan
dalam kondisi tertentu Paniia Pemilihan atas persetuuan BPD
dapat meminta bantuan Camat untuk memfasiitasi proses

penyaringan,

Dalam proses penyaringan Panta Pemilihan haus menaliti
secara cermat terhadap kelengkapan persyaratan Bakal Calon.

Untuk efektifitas penelitian berkas persyaratan pendidikan
(1azah), Pannia Pemilihan dan BPD wajb berkoordinasi dengan
instansi tekns terkait

Penyaringan terhadap Bakal Calon yang lebin dan 5 (lima) orang
harus diaksanakan dengan mempertimbangkan kemungkingn
tercapainya kiskusen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
Peraturan Daerah Kaupaten Cirebon MNomor 12 Tahun 2006
tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu

Penguian kemampuan Bakal Calon dapat dilakukan dengan
tertulis atau wawancara.

FPada saat pengujian kemampuan, Bakal Calon dapat
menyertakan suamifistn,

Sebelum menetapkan hasil penyaningan dalam Berta acara,
Panitia Pemilihan harus menyusun krileria (scorng) Bakal Calon
yang dinyatakan lulus dan tidak lulus.

(10) Paritia Pemilhan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam

Berta Acara Penetapan Calon yang diampiri dengan berkas
persyaratan administrasi dan hasilnya dilaporkan kepada BPD.

7



10

{11)Apabila tdak seorangpun Bakal Calon yang lulus dalam

Penyanngan, maka pailing lambat 30 (iga puluh) han setelah
ditetapkannya penyaringan, atas persemuan BPD, Parnitia
Pemithan membuka kembal penjaringan Bakal Calon
sebagamana dimaksud dalam Pasal 11

{12) Apabila setelah penjanngan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1

(2

{3

(4)

(5}

(&)

(&)

9

(11} fidak seorangpun yang lenafing atau tersaring, maka BPD
membubarkan Pantia Pemilhan dan berlakukan pengangkatan
Penjabat Kuwu

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pemilih
Pasal 13

Yang dapat memilih Kuwu adalah penduduk Desa warga negara
Republik Indonesia vang persyaratannya sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kuwu

Pendaftaran Pemiin diaksanakan setelah ditetapkannya Bakal
Calon

Pendaftaran Pemilin dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan
melibatkan para saksi-saksi dan masing-masing Calon yang
dibuklikan dengan surat mandat dari Calon

Dalam hal terdapat keragu-raguan tentang persyaratan pemiiin,
bukti teriulls, kesaksian. keyakinan, pernyataan, maka panitia
pemilinan menyerahkan kepada BPD dengan fasilitasi Camat,

Panitia Pemilihan mengumumkan daftar hak piih sementara
ditempat terbuka guna memberikan kesempatan para pemilih
untuk mengoreks:

Apabila terjads perubahan data dan atau perubahan Jumilah
pemih yang terdaftar, maka Panitia Pemilhan harus membuat
Benta Acara sebagaimana format terlampir dengan atasan yang
dapat dipertanggungjawabkan,

Bag penduduk desa yang berhad memilih, tetapi belum terdaftar
dalam daftar pemiih fetap, maka yang bersangkutan dapat
mendaftarkan dn kepada Pantia Pemilihan untuk didaftar dalam
daftar pemulih tambahan

Daftar Pemilih Tambahan ditvtup 2 (dua) hari  sebelumn
pemungutan suaa (H-2} pukul 14.00 WIB dengan disaksikan
oleh Calon Kuwu

Sebelum disyahkannya daftar permilih tambahan oleh Panitia
Pemilihan, perlu dilakukan penelitian Beritz Acara



11

(10} Dafter pemill tetap dan tambahan yang telah disyahkan oleh
Panitia Pemilihan. selanjutnya disimpan/dizmankan oleh Panitia
Pemiinan. dan untuk keperivan pencocokan Katu Undangan
atau pada saat pemungutan suara, menggunakan salinan daftar
permilihan tetap dan tambahan

(11}Apabila Calon tdak mengajukan usulan keberatan atas daftar
pemiin  tetap maupun tambahan, maka Panitia  Pemilihan
memenntahkan Calon untuk menandatanganl Berita Acara
Perutupan Pendaftaran Hak Pilith dan membuat pernyataan

(12) Surat Undangan diberkan kepada yang berhak memilih gleh
Partia Pemilhan didampingi saksi Calon sesuai dengan daftar
pemiih tetap maupun tambahan dengan menggunakan
ekspedisiftanda terima dan tidak baleh diwakitkan

{13) Surat Undangan diberikan oleh Pamtiz Pemiithan kepada
a. Pemiih dalam daftar pemilih tetap, dalam jangka wakiu 3
{figa) han herturutturut dmulal dari H —4;
b Pemiih dalam daftar pernilih tambahan, dalam Jangka waktu
2 (dua) har berurut-turut dimulal dari disyahkannys daftar
perphibl tambahan

(14} Daiam hai terdapat hak pilh yang belum mendapatkan surat
undangan tetapl yang bersangkuian sudah terdafiar, maka surat
undangan dapat diambil sampal pads sast pemungutan suara
berlangsung d sekretariat Paniiz Pemilihan

BAB V
TANDA GAMBAR DAN PELAKSANAAN KAMP ANYE

Bagian Periama
Tanda Gambar
Paszl 14

{1) Tanda gambar yang digunakan adalah foto Calon yang
bersangkutan.

(2) Warna dasar tanda gambar adalah puth, dengan folo Calon
berwarna atau hitam putih

(3) Apabila Calon lebih dari satu orang, maka penentuan nomer wurut
dan tempat duduk Calon dilaksanakan dengan cara undian,

(4) Undian nomor urut dan tempat duduk Caion dipimpin langsung
cleh Ketua Panitia Pemilhan, dihadin oleh Calon Anggota
Panitz Pemilhan, BPD, Pemerntah Desa dan dapat dihadin
Pula oleh Unsur Pimpinan Kecamatan.

(5} Atas dasar pertimbangan tertenty Ketua Paniia Pemilhan
dengan ipn BPD dapat memindahkan tempat undian nomor urut
dan tempat duduk Calon ke kantor Kecamatan,
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Bagian Kedua
Felaksanaan Kampanye
Pasal 15

Kampanye merupakan kesempatan bag para Calon  untuk
merah Simpatl mas yarakat

Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk penyampaian
program

Tempat, waktu mekanisme dan sistem kampanye distur lebih
lanjut cleh Panitiz Femiitharn.

BAB WV
RAPAT PEMILIHAN

Bagian Pertama
Helaksanaan Pemilhan
Pasal 16

Susunan acara Rapat Pemilhan adalah sebagai berikut
pembukaan,

sambutan Ketua BPD:

pembacaan adat/sejarah Desa oleh Kuwu/Penjabat Kuwy,
pembacaan sambutan Bupal oleh Camat:

penjelasan teknis pemungutan suara oleh Ketua Panitia:
pemungutan suara;

penghitungan suara;

pengumuman hasil penghitungan,

do’afpenutup

==l = N =

Rapat Pemifihan dimular paling lambat pukul DBOO WIB, dan 30

(tiga putuh) ment sebelum rapat pemilihan dimulai Panitia

Pemilihan, saksi dan pemantau yang hadr melakukan kegiatan ;

a. memertksa TPS dengan perlengkapannya;

b. masing-masing petugas sudah siap o posiSHya masing-
masing sesual pembagan tugas kepanitiaan.

Dalam hal Calon belum dapat hadr di tempat pemungutan suara
pada saat acara Rapat Pemilihan akan dimulal sesuai wakty
yang dtentukan, maka acara Rapat Pemifihan dapat tetap
dimulai sesua jadwal yang ditetapkan panitia

Dalam hal Calon tidak hadir pada acara Rapat Pemilihan. maka
Rapat Pemiihan dapat tetap dilaksanakan dan tidak
mempengaruhi keabsahan hastl pemilihan

Pasal 17
Rapat Pemithan dinyatakan sah apablla dihadin oleh paling

sediit 2/3 (dua periga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah
disahkan oleh ketua panitia.

/,
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Bagian Kedua
Pemungutan Suara
Pasal 20

Pemunguian suara dilaksanakan Secara langsung, umum,
bebzs. rahasia, jujur dan adl

Untuk menghindan adanya pemiih dan luar desa dan pemilih
dipawal umur, maka pelaksanaan pemungutan suara dhadiri
oleh saksi dari masing-masing Calon.

Pasal 24

Pemungutan suara dilaksanakan d tempat pemungutan suara
{TPS) yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan, dengan
contoh denah TPS sebagaimana tercantum dalam iampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Keputusan vy

Untuk memperancar jalannya pemungutan suara, maka
permbuatan pintu masuk dan bilk d TPS harus memperhatikan
perbandingan sebagal benkut -

a ‘t(satu) pinu masuk maksimat 750 hak pilib;

b 1(satu) bilk suara maksimat 200 hak piih

Panitia Pemilihan harus sudah menyiapkan TPS dan
perlengkapannya selambat-lambatnya pada H-1

Perlengkapan untuk keperiuan permungutan dan perhitungan

suara di TPS, terdin dari -

a4 biik suara;

D kotak suara dan anak kunci sebanyak 2 (dua) buah kotak

untuk suara pemiih laki-laki dan perempuan;

swat suara;

bak stempel dan tina:

alas dan alat pencobles sesuai jumlzh bilk suara;

formulic-formulir  Berita Acara, pernyataan bersama dan

formulir lannya;

g. alat kelengkapan lainnya, seperti lem, tal pengikat (karet),
spidol. dus, kantong plastik, papan tulis, meja kursi dan
sebagainya,

h  sahnan daftar pemilih tetap dan tambahan yang telah disusun
berdasarkan abjad dan bin/binti serta terpisah antara daftar
pemikh laki-laki dan perempisan;

i. tanda pengenal untuk Panitta Pemitihan;

pengeras suara;

pedoman peraturan perundang-undangan tentang pemilhan

dan pemberhentian Kuwu.

ol I

=

Surat suara yang digunakan dalam pemungutan suafa harus

memenuhi ketentuan |

a Wama dasar kertas surat suara adalah putih;

b Folo Calon dalam surat suara, berwana atad hitam putih;

c. Apabia Calon 1 orang, dalam sural suara tercantum 1 kotak
dengan fotc Calon dan 1 kotak tanpa foto;
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Apabia Calon lebih dari salu orang, dalam surat suzva
tercantum kotak dangan folo Calon sesuai dengan jumfah
Calon yang ada;

Ukuran surat suara disesuaikan dengan banyaknya jumlah
Calon:

Surat suara harus sudah selesai ditandatangani oleh Ketua
Panta Pemiditan atau yang mewakii selambat-lambatnya
H-1,

Jumlah banyaknya sural suara yang perls disediakan oleh
Panitia Pemiliran adalah disesuaikan dengan jumlah hak pilin
ditarnbah 10 % dari jumlah hak piiib,

Pembagian tugas Pantia Pemlihan dan petugas keamanan
dalam pelaksanaan pemungutan suara adalah sebagal berkut °

2|

b

Linmas/Hansip melakukan pengamanan terutama pada pintu

masuk TPS;

Petugas d pintu masuk TPS dai unsur panitia terdri dari 3

(liga) orang yang lugasnya ditentukan sebagai berikut

1} Petugas Pertama : melakukan pencocokan antara
undangan dan pemilih yang akan menggunakan hak
pilhnya dengan salnan daftar hak pilh tetap atau
tarmbahan;

2} Petugas Kedua - menghimpun Kartu undangan dari
petugas perama dengan terlebih dahulu
meminta/membimbing cap jempol pemiih pada  kartu
undangan masing-masing

3 Peligas Ketiga menyerahkan surat suara kepada
pemnikh yang tetah melewati petugas kedua dan membuat
tabulasi jumiah sural suara yang dikeluarkan

salu orang petugas yang mengontrolimencocokkan jumiah

kartu undangan yang masuk dan surat suara yang keluar

seliap 20 ment sekali selama pelaksanaan pemungutan,
masing-rmasing salu orang petugas untuk bilk suara laki-laki
dan perempusn yang mengarahkan para pamilh ke bilk
suara dan pintu keluar TPS;

masing-masing salu orang pelugas mengatur pemilih yang

akan memasukkan surat suara kedalam kotak suara,

masing-masing salu petugas d pintu kelyar laki-laki dan
perempuan

Pasal 19

Pemungutan suara diawali dengan kegiatan Panitia Pemiihan
sebagai benkut

b

membuka kotak suara, mengeluarkan semuz surat suara dan
meletakkannya secara tertib:

memperihatkan kepada pemilih, saksi dan yang hadir bahwa
kotak suara benar-benar kosong, kemudian menutup kembali
dan mengunci kotak suara ser@ meletakkannya ditempat
yang telah ditentukan;

selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak
kunci kotak suara dipegang cleh Panitia Pemilihan:

- Ketua Paniia Pemilihan mengumumkan jumiah pemiih yang

terdaftar.

t/"
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Pemilh memasuki TPS dengan membawa swrai undangan
masing-masing oan demi kelancaran pelaksanaan pemungutan
suara. petugas d pintu masuk tidak diperkenankan menghimpun
kartu undangan dari pemibth yang akan menggunakan hak
pilihnya

Setelah memperoleh surdl suara, pemilih langsung menuu bilik
suara untuk mencoblos surat suara.

Pemilih tigak boleh membubuhkan tulisan, menyobek, danfatau
memberi catatan iain padz sural suara yang mengakibatkan
suzra tidak sah.

Setelah pemilih mencoblos, surat suara dilipat kembali seperti
semula sehingga hasil pencoblosan tidak dapat terihat

Selanjutnya pemilih  menuju  tempat kolek suara  untuk
memasukkan sural suara dan keluar dan TPS sesuai pintu
keluar yang telah disediakan.

Pemungutan suara ditutup pada pukul 14.00 WIB dan apabila
sebelum pukul 1400 WAB korun telah terpenuhi, makz atas
dasar persetujuan f kesepakatan Calon permungutan suara dapat
ditutup.

Pantta Pemilinan dan paa Calon Kuwu menggunakan hak
pilnya pada saat menjelang ditutupnya pemungutan suara

Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatskan selesai
Pantia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon agar
menugaskan 1 {saiu) orang pemiih untuk menjadi saksi dalam
perhitungan Suara,

Pasal 23

Setelah pemungutan suara selesal Panitia Pemilihan segera
membuat dan  menandatangani  Berila Acara  jalannya
Pemungutan  suara  bersama-sama dengan Calon, vyang
menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan berjalan lancar, tertib
sera menyatakan keabsahan jalannya pemungutan suara

Apabila ada diantara Cdon fidsk mau menandatangani Berita
Acara Pemilhan, selama proses pemiihan sesuai dengan
prosedur dan aturan, maka pemilhan dianggap ssh.

Bagian Keuga
Perhitungan Suara
Pasal 24

Perhitungan suara pada prinsipny2 harus dihadiri oleh Calon

Apabila Calon sebagamana dmaksud pada ayat (1) karena
sesuatu hal tdak menghadiri dan menyaksikan, maka Calon
menunjuk 1 (satu) orang wakil dan salah seorang saksi atau
lebih untuk menyaksikan jalannya perhitungan suara.
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(3) Dalam ha tidak seorangpun yang mau menjadi waki dan saks,
perhitungan suara letap berjalen dan dinyatakan sah,

Fasal 25

Perhitungan suara dilakukan dengan caa membuka lebar-lebar tiap
lembar surat suara dan diperihatkan kepada yang hadr dan saksi
yang telah diunjuk sambil menyebut sah atay tidaknya coblosan
pacs surat suara.

Pasal 26

{1} Sebelum pelaksanaan penghitungan di TPS, panitia pemiliban

melzkukan kegiatan

a mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk
menentukan  untuk  memasang  formulir  pencatatan
perhitungan  suara berukuran besar dan tempat duduk
Pelugas serta saksi datur sedemikian rupa, sehingga
pelaksanaan penghitungan suara dapat dikuti oleh semua
yang hadir;

b menyiapkan periengkapan untuk keperluan penghitungan
suara seperti dus, karet kantong plastk, spidol, meja kursi,
papan twiis dan sebagairya

(2) Pembagian tugas pant@ pemilihan padas saat peaghitungan

suara adalah sebagal berikut

a. sal orang pelugas yang membuka sural suara;

b. sat orang petugas yang menyebutkan hasil pencoblosan;

C. salu orang petugas yang mencatat peroiehan suara masing-
masing Calon dan surat suara yang tidak sah/blanko:

d salu orang petugas yang membantu petugas pencatat;

€ Pelugas yang menghimpun Swral suara masing-masing Calon
dan yang tidak sahiblanko.

(3) Setelah penghtungan suara selesai Ketua Panitia Pemilihan
mengumumkan Calon Kuwu yang terpilih

(4) Paling lambat 3 (vga) han setelah rapat pemilihan, panitia
pemilihan harus sudah melaperkan hasil pemilhan kepada BFD.

(5} Atas dasar laporan panttia pemiithan, selambatdambatrya 7
(tujuh) hari setelah rapat pemilihan, BPD menetapkan Keputusan
BPD tentang Calon Kuwu yang terpilih

(6) Selanjutnya BPD mengusutkan pengesahan Calon Kuwu terpilih
kepada Bupati melalui Camat dengan kelengkapan berkas
usulan yang susunannya sebagai berikuyt
a Rekomendasi Camat:

b Surat usulan BPD perihal usulan pengesahan dan pelantkan

Calon Kuwu terpiiin:

Berita Acara Pemilihan Kuwu dan Penghitungan Suara:

Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kuwuy Terpilif;

Berkas persyaratan Calon Kuwu Terpiliby;

Berita Acara Hak Piih Tetap;

Benta Acara Penutupan Hak Pith Tambahan;

Berita Acara Penutupan Pembagian Surat Undangan;

Berita Acara Penutupan Pemungutan Suara; J

“To o an
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| Bermta Acara Hasil Penghiiungan Suara.
k. Surat-surat Pernyataan Calon Kuwu dan Surat Kuasa,

Gamat  selanjutnya mengusulkan pengesahan Calon  Kuwu
terpilih kepada Bupab dengan kelengkapan berkas sebagaimana
dimaksud pada ayat (6),

BAB W
PENGAWASAN PEMILIHAN

Pasal Z7

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kuwu
dilaksanakan oleh BPD dan Camat

Susunan anggota Tin Pengawas Pemilinan Kuwy terdiri atas -
a unsur Kecamatan

b. unsur Koramil-

€. unsur Polsaik

Pembentukan Tim Pengawas Pemilhan Kuwu sebagimana
dimaksug pada ayat (2) ditetapkan dengan Kepulusan Camat
dengan susunan Twn sebagai Derikyt :

a Penangung Jawab - Camat

b Ketua . Sekretaris Camat

¢ Wakil Ketua ' Kepala Seksi Tibtram

d Sekretaris Kepala Seksi Pemenntahan
e Anggola = =1 orang unsur Kecamatan

-lerang unsur Koramil
- lorang unsur Polsek.

BAB Wil
PEMBERHEN TiAN DAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KUWU

Pasal 28

Kuwu berhenti karena

a. meninggal dunia;

& permintaan sendin atau
¢ diberhentikan

Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunaf o

dgiberhentikan karena

a. Eerakhar masa |abatannya dan telah ditantk pejabat yang
au;

b fidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap dikarenakan sakit secara berturut-turut

selama B {(enam} bulan,

tidak lagr memenuhi syarat-syarat sebagai Kuwu:

dinyatakan melanggar sumpahfi anji jabatan:

tidak melaksanakan kewajban Kuwu dan/atay

melanggar larangan bagl Kuwu.

oo

N



Pasal 28

(1) Usul pernberhentian Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat {t) huruf a dan huruf b dan ayat {(2) huraf a dan huruf b
diusulkan secara teruiis oleh Pimpinan BPD kepada Bupati
melalul Camat, berdasarkan hasil Keputusan Musyawarsh BPD.

{2} Usul pemberhentian ¥uwu sebagamana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (2} turuf ¢ huuf d huruf @ dan huruf f disampaikan
secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melali Camat
berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD,

@) Camat dalarm wakly pang iama 7 {tujuh} hari sejek usul diterima
dart BPD. wajb menyampaikan usulan pemberhentian Kiw
kepada Bupati

(4} Dalam nat BPD tidak mengusulkan pemberhentian sebagamana
dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2) dalam waklu paiing lama &0
fenam puluh) har terhitung segk terpenubinya alasan-alasan
penyebab berhentinya Kuway Camat mengusulkan
pembearhenti an Kuwu kepada Bupati

(%) Pengesahan pemberhentian Kuwu $ebagaimana dmaksud pada
ayat {1} dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paiing
lama 30 (tiga puluh) han sejak usul ditefima.

(8) Pemberhentan Kuwu vyang disebabkan oleh  hal-hal
sebagamana dimaksud pada ayal (2) teriebh dahuly harus
dilakukan pengecekan melalui pemerksaan oleh Badan
Pengawasan Daerah

(7} Selan pemberhentian Kuwu dkarenakan hal-hal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), jga terhadap Kuwu yang tidak dapat
meiaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap dikarenakan sakit secara berurut-turut selama & (enam)
bulan dilzkukan pengecekan melali pemenksaan dari Badan
Pengawasan Daersh dan dikuatkan dengan keterangan Mzjelis
Penguiji Kesehatan Pegawai bahwa Kuwu dimaksud fidak dapat
melaksanakan tugas, wewenang dan kewsjibannya

{8} Setelah dilakukan pemberhentan Kuwu, Bupati mengangkat
Penjabat Kuwuy.

Pasal 30

{1 Kuwu diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan
BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (kma) tahun berdasarkan
putusan pengadilan yang belum mempercieh kekuatan hukum
tetap

(@) Kuwu diberhentkan oleh Bupall tanpa melalu usulan BPD
apabila terbukh mefakukan tindak pidana sebagamana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang
teleh memperoleh kekuatan hukum tetap

S~
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Pasal 31

Kuwy yang sedang menjalani proses peradilan dan  harus
méenjatani penahanan dalam rumah tahanan negara lebih dari 7
(tyuh) han sejgk mulai masa penahanan, maka lugas dan
wewenang ser  tanggung jawabnya  dilaksanakan  oleh
Sekretans Desa.

Kuwy yang sedang menpalan proses penyidikan, penuntutan
atau peracilan yang dikenakan penaharan dalam rumah t2hanan
negara lebih dari 2 (dua puluhy han, dapat diberhentikan
sementara oleh Bupall atas usul BPD melalui camat.

Pasal 32

¥uwu diberhentikan sementara oleh Bupah tanpa melalui usulan
BPD karena berstalus sebagai lersangka melakukan tindak
pidana korupsi. tndak pidana teronsme, makar danfatau tindak
pidana lerhadap keamanan Negara.

Kuwu diberhentikan oleh Bupat tanpa usulan BPD zpabila
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap

Fasal 33

Kuwu yang diberbentikan sementara sebagamana dmaksud
dalam Pasal 30 ayal (1), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 avat (1),
setelab melalw proses peradilan temyata terbukt t.dak bersalah
berdasarkan putusan pengadian yeng telah memperaleh
kekuatan hukum tetap. paling lama 30 (liga puluh) han sejak
ditetapkan putusan pengadilan. Bupati harus merghabilitasi
danfatau mengaktfkan kembali Kuwu yang bersangkutan sampai
dengan akhir masa jabatan.

fuwu yang diberhentikan sementara sebagamana dimaksud
pada ayat {1) tefah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya
merehabilitas) Kuwu yang bersangkutan.

Pasal 34

Dalam ha Kuwu dinyatakan bersalah melakukan tingak pidana
yang diancam dengan pidana penjara kurang darl 5 (ima) tahun
berdasarkan putusan pengadilan yang belum  memperoleh
kekuatan hukum tetap, BPD dapat mengusulkan pemberhentian
sementara secara tertulis kepada Bupati melalyi Camat
berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dbadri oleh
paing sedkit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD

Berdasarkan usul tertulis dan BPD melalui Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (f). Bupati menetapkan pemberhentian
sementara ¥Kuwu
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(3) Dalam nhal Kuwu dinyatakan bersalah bDerdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagamana dimaksud padd ayat {1}, BPD mengusulkan secara
tertuls pemberhentian Kuwu kepada Bupali melalui Camat.

{4) Berdasarkan usul BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bupati menetapkan pemberhentran Kowu.

(5 Kuwu yang diberhentikan semeniara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata lerbukt
tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan
dikukuhkan kembal sebagal Kuwu atas usuian tertuls dan BPD
yang disampaikan kepada Bupati melaiw Camat

(6) Dalam hal BPD udak mengusulkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (3) dan ayat {5) dalam batas wakiu paling fama 30
(bga puluh) hai sejak ditetapkannya pulusan pengadilan, maka
Camat berkewajban mengusulkan pamberhentian  atau
pengukuhan kembali Kuwu yang bersangkutan kepada Bupati

Pasal 35

(1} Daiam ha Kowu diberhentkan sementara sebagamana
dmaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasai 31 ayat (2), Pasal a2
ayat (1) dan Pasal 33 ayat {2), Bupati mengangkat Sekretaris
Desa untuk menjadi Penjabat Kuwu, sampal dengan adanya
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan bukum
tetap

(2) Dalam hal Sekretans Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhalangan dan/atau tidak bersedia, Camat setelgh
memperaleh usul / pertimbangan BPD dapat mengusulkan
Perangkat Desa. Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup ¥ecamatan
den Pemenntah Kabupaten, Tokoh Masyarzkat lainnya yang
berpengalaman d bidang pemerintahan, pembangunan dan
kamasyarakatan untuk & angkat men ad Penjabat Kuwu

Pasal %

Dalam hal Kuwu ditverhentikan sebagamana dimaksud dafam Pasal
X ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4), Bupati
mengangkat Penjabat Kuwu, dengan tugas pakok
menyelenggarakan pemilihan Kuwu paling lama € {gnam} bulan
terhitung sejak  ditetapkannya putusan pengadian yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap

BAB X
SANKS| ADMINISTRATIF

Pasal a7

(1) Sarksi dan/atau tndakan admimstratif terhadap Kuwu berupa
teguran tertulis dilakukan oleh Camat.
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Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan

secara bertahap dengan urutan sebagai berikut

a Teguran periama. dengan sural Camat:

b Teguran kedua, dengan surat Camat yang sifatnya
pernngatan,

¢ Teguran ketiga. dengan surat Camat vyang sifatnya
penngatan keras:

d Pernyataan tidak puas secara tertulls dari Camat

Teguranteguran sebagamana dimaksud pada ayat (2
disampaikan kepada WKuwu secara tertulis oleh Camat dan
Penyampaiannya harus diserial bukti atay tanda terima dan
Kuwu yang bersangkutan, atau ahh warisnya atau Pimpinan BPD
yang bersangkutan.

Tenggang wakiu  masing-masing  teguran sebagamana
dmaksud pada ayat (2} adalah satu bulan

Terhadap Kuwu yang mendapat teguran terulls sebagaimana
dimaksud pada ayat {2), Camat wajb melaporkan kepada Bupati
tentang penyelesaian kewapban vang harus diseiesakan oieh
Huwu yang bersangkutan

Pasal 38

Bupatl berdasarkan laporan 1entuls dari Camat sebagamana
dimaksud dalam pasal 37 selanuinya merekomendasikan
kepada Badan Pengawasan Daerah uniuk dilakukan audit
terhadap Kuwu yang bersangkutan

Berdasarkan hasi avdt 8Badan Pengawasan Daerah, Bupati
mengeluarkan perngatan keras secara tertulis yang disampaikan
kepada Kuwu yang bersangkutan.

Tenggang wakiu peringatan keras sébagaimana dimaksud pada
ayal (&) adzlah satu bulan

Dalam ha Kuwu secara nyata (ddak dapat menyelesakan
kewdjbannya dalam tenggang waklu sebagamana dimaksud
pada ayat {3). maka Bupati dapat melmpahkan permasalahan
dimaksud sesual dengan proses hukum melaiui Bawasda

BAB X
PENGANGKATAN PENJABAT KUwU

Bagan Pertama
Pergyaratan Calon Penjabat Kuwu

Pasal 39

Penjabat Kuwu dapat berasal dan -

a Perangkat Desa,

b Pegawar Negeri Spl dalam bkngkup Kecamatan dan
Pemenntah Kabupaten:

c. Tokeh masyarakat lainnya yang berpengalaman d bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasgyarakatan.
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Syarat-syarat untuk menjadh Penjabat Kuwu adalah

a bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b sefia dan tzat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republk Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara
Kesatuan Republik hdonesia sera Pemerintah Repubilik
Indonesia,

c tidak pamah dihukum karena melakukan tindak pidana
kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (Lima} tahun;

{. berkelakuan baik;

€ berusia paling rendah 25 {dua puluh lima) tahun dan paling
tinggl 50 {enam pulun) tahun pads sast dwsulkan olet BPD:

f. sehat Jasman dan roham berdasarkan hasil pemenksaan
kesehatan dan dokter Pemenntah-

g. berpendidkan paling rendah memiliki Surat Tandz Tamat
Belajar (STTB)iazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
{SLTP} atau yang sederajat;

Bagian Kedua
Persiapan Pengangkatan Penjabat Kuwu

Pasal 40

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa
labatan Kuwu atau Pengbal Kuwu dan BPD belum dapat
mempbentuk Panitia Pemilihan Kuwu, maka BPD mengusulkan Calon
Penjabat Kuwu

(1)

(@

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kuwy

Pasal 41

Bupati mengangkat Penj@abat Kuwu atas usu BPD melalui
Camat

Dalam menyampaikan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1}, Camat mengeluarkan rekomendasi dengan dilampiri |

a. Benta Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Penjabat
Kuwu;

b Keputusan BPD tentang Usulan Penjabat Kuwu,

c. Berkas persyaratan Penjabat Kuwu.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 42

Kewajiban, larangan dan hak Penjabat Kuwu sama dengan
Kuwu hasii pemilihan

Penjabat Kowu wajb mengupayskan terselenggaranya
pemilihan.
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Bagian Kelima
Masa Jabatan Penjabat Kuwu

Pasal 43
Penjabat Kuwu masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sepak tanggal pelantikan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

FPasal 44
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ni, maka Keputusan Bupati
Nomaor 19 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan dan

Pemberhentian Kuwu di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku

Pasai 45
Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setap orang dapat mengetahuinya  memerintahkan

pangundangan Peraturan Bupati ni dengan penempatannya dalam
Berita Oaerah Kabupaten Cirebon.

Dhetapkan di Surmber
pada tanggal 22 Januard 2007
BUPATI CIREBON,

13

DEDF SUPARDI

Dwndangkan d Sumper

pada tanggal

6 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON.,

~

NUNUNG S5ANUH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR Sl SERI b



Bagan Kelima
Masa Jabatan Penjabat Kuwu

Pasal 43
Penjabat Kuwu masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal pelantikan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati
Nomor 19 Tahur 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemiihan dan
Pemberhentian Kuwu d Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku

Pasal 45
Peraturan Bupati ni mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ager setiap orang dapat mengetabuinya, memerintabkan

Péngundangan Peraturan Bupali ni dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan & Sumber
Pada tanggal & Januari 2007

BUPATI CIREBON,

tid

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Pebruari 20Q7

SEKRE TARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON.,

NUNUNG SANU R‘/

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBCN TAHUN 2007 NOMOR o SERI D.1



Bagian Kelima
Masa Jabatan Penjabat Kuwu

Pasal 43
Penjabat Kuwu masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahyn terhitung
sejek tanggal pelantikan.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupall ini maka Keputusan Bupati
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanasn Pemibhan dan
Pemberhentan Kuwu di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku

Pasal 45
Peraturan Bupati m mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agaxr setap orang dapat mengetahuinyg, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati m dengan penempatannya daiam
Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan 4 Sumber
pada tanggal 22 Jsmuari 2007
BUPATI CIREBON,

td

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

& Pebruari 2007

\/ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON .

L

¢ NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007 NOMOR O SpRrl Dl



